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KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIRENTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBWAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

PERATURAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBDAKAN WILAYAH
DAN SEKTOR DIREKTORAT JENDERAL PLANCLOGI KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUMNGAN
NOMOR : P, 02/PDLKWS/TU/KEL.0/12/2017

TENTANG

RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
DIREKTORAT JENDERAL PLANDLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2018

DIREXTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBLJAKAN WILAYAH DAN
SEKTOR,

Menimbang roa balwa sebagai pelak: Pasal 2 F Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan Momor P.7/PKTL/SETDIT/KEL.D/11/2017
tentang Rencana Kera Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan
Tahun 2018, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kera Direktorat
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan hurf & dan b di atas, perlu
tapkan F Direktur Pengendalian Dampak Lingk
Wilayah dan Sektor tentang R Kerja Direktorat Py lalian Dampak
Linglungan Kebjakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018,

Mengingat 1 Peraturan Pemerintah Momor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kera Pemerintah

{Lemb Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Namar 4405);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
(Lembar Megara Republk Indonesia Tahun 2004 Momor 146, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Momar 4452);

3. P Presiden Republik Indonesia Nomeor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 3);

4. Peraturan...

1.

Presiden Republik Indonesia Momor 79 Tahun 2017
tentang K Kerja P intah Tahun 2018 (Lemb Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer 184);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P,42/Menhut-11/2010 tentang
Sistem Perencanaan Kehutanan {Besita Negara Republik Indonesia
Tahun 210 Nomor 460);

Peraturan Menteri Kehutanan Momor P49/ Menhut-11/2011 tentang
Rencana Kehutanan Tingkat Maslonal (RKTN) Tahun 2011-2030
(Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2011 Nomer 381);

Peraty Menteri Lingkungan Hidup dan Kek Nomor P.
18/MENLHK-II/2015  tentang Organisasi  dan  Tata Kera
Kementerian Uingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Py Menteri Lingk Hidup dan Kehutanan Nomor
P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang R Strategis i
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 20152019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 1195);

[; Menteri  Linghk Hidup dan Kehutanan Nomar
P.51/MENLHK/SETIEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman
Penyusunan R Kerja ian Lingk Hidup dan

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomar
1447);

P Menteri  Lingk Hidup dan Kehutanan Nomer
P.52/MENLHK/SETIEN/KUM.1/10/2017 tentang Rencana Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1508);

Peraturan Direktur Jenderal Planologl Kehutanan dan Tata
Lingkungan Nomer P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Planclgi Kehut: dan Tata Lingh
Tahun 2015-2019;

Peraturan Direktur  Jenderal Planckogi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Nomar P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2017  tentang
Rencana Keria Direktarat Jenderal Planclogi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Tahun 2017,

13, Peraturan...




dan Sektor Nomer P.1/PDLKWS/2015 tentang wlﬂm:.« mﬂu-g_w Direktorat
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebjakan Wilsyah dan Sektor Tahun
2015-2019;

R Direkiorat Pencegahan Dampak Lingk Kebjakan Wilayah

MEMUTUSKAN :
Menetapka  :  PERATURAN DIREXTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBDJAKAN WILAYAH
DAN SEKTOR TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PEMCEGAMAN DAMPAK
LINGKUNGAN KEBIIAKAN WILAYAH DAN SEXTOR TAHUMN 2018,
Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tatum 2018
sebagaimana tercantum dalam lamp yang ipakan bagian tidak terpisahkan dari P ink

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan sis__% dan Sektor Tahun Nﬁ_:_
sehagaimana dimaksud dalam pasal 1 disusun sebagal acuan dalam rencana

kegiatan dan anggaran Lingkup Direktoral Pencegahan Dampak Lingkungan Kebljakan ______F..__w_._ dan
Sektor Tahun 2018,

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 04 Desember 2017

DIREXTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
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PENGANTAR DIREKTUR

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sekfor Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Direktorat Jenderal Palanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 serta merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis

(Renstra) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2015 - 2019.

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018 merupakan acuan yang memuat gambaran program,
kegiatan dan anggaran Direktorat selama satu tahun pada seluruh unit eselon Il lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan
Sektor sebagai penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah yang dilaksanakan dalam

tahun anggaran 2018.

Akhir kata, Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipergunakan sehingga segala upaya pencegahan dampak lingkungan pada tingkat wilayah maupun

sektor yang sudah direncakanan untuk dikerjakan pada tahun anggaran 2018 dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desamber 2017

DirekturPencegahan Dampak Lingkungan
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A. LATARBELAKANG

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, program dan kegiatan
planologi kehutanan dan tata lingkungan berperan dalam pencapaian
pembangunan nasional terutama dalam prieritas nasional pembangunan
wilayah khususnya program prioriftas pembangunan perdesaan dan
reforma agraria yang merupakan salah satu agenda prioritas nawa cita.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
dalam upaya tercapainya pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan mempunyai tugas “melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan
teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan
sektor”.

Sebagai salah satu unit eselon |l lingkup Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor memiliki peran penting dalam
memperbaiki tata kelola lingkungan hidup nasional khususnya dalam
bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.
Untuk menjalankan peran fersebut, maka dalam Rencana Strategis
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
Tahun 2015 — 2019, dirumuskan arah kebijakan Direktorat Pencegahan
Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam 5 tahun kedepan
serta strategi pencapadiannya dijabarkan sebagaimana tercantum dalam
tabel berikut :

Tabel 1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PDLKWS
ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

Penyempurnaan SOP kegiatan dan pelayanan;
Peningkatan kapsitas SDM;

Memenuhi standar minimal sarana dan prasarana
perkantoran;

Meningkatkan kompetensi pegawai melaivi pendalaman
pengetahuan lapangan.

Meningkatkan koordinasl keglatan dan sinkronisasi
kebijakan antar instansi;

Melibatikan dir sec ara akiif dalam forum-forum lingkungan
hidup baik di lingkungan pemerintahan maupun non
pemerintahan;

Membangun kerjasama dengan lembaga penelifian dan
perguruan tinggi dalam rangka hansfer of knowledge isu-
Isu ingkungan.

Menyusun dan menyempumakan Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria (NSPK) dan SKB lingkup Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebljakan Wilayah dan Sektor;

Meningkatkan bimbingan/asistensi teknis terkait
perencanaan pengelolaan kajian strategis lingkungan
hidup dan hal hal terkait lainnya;

Meningkatkan pelayanan publik melalui review dokumen.



Guna mendukung angunan nasional, khususnya pembangunan
lingkungan hidup dan kehutanan sesuai program planoclogi kehutanan dan
tata lingkungan, maka sasaran dan indikator yang harus dicapai Direktorat
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah
meningkatkan upaya pencegohan dampak lingkungan terhadap
kebijakan wilayah dan sektor untuk menjaga daya dukung dan daya
tampung dengan indikator seluruh pencegahan dampak lingkungan
kebijakan wilayah dan sektor terlaksana.

Tujuan penyusunan rencana kerja Direktorat
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah :

Pencegahan Dampak

1.  Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah,
efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah
ditetapkan serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran Direktorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018.

2.  Memberikan gambaran dari seluruh kegiatan lingkup Direktorat
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang
telah dilaksanakan pada tahun 2017.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan, dan mempunyai kedudukan serta peran strategis dalam
mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan planologi
kehutanan dan tata lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor
P.18/MENLHK-I/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai fugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan,
bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi
pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan
wilayah dan sektor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direkiorat Pencegahan Dampak

Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian
lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;

Z. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, kdjian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;

4, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan
pengelolaan ekoregion;

5. supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. kdjican
lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah; dan

6.  pelaksanaan administrasi Direktorat.




C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Struktur organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sekfor sebagaim
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-11/2015

Sies Ferylsungn
HSDALH

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor



Jumilah Pegawai ri Sipil (PNS) pada Direktorat Pencegahan
Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan
bulan Desember 2017 berdasarkan golongan adalah 37 crang.
Komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan,
fingkat pendidikan dan jabatan fungsional lingkup Direktorat
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
sampai dengan bulan Desember 2017 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
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Gambar 2. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Direkiorat PDLKWS Berdasarkan Golongan
dan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

Tabel 2. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Direktorat PDLKWS Berdasarkan Jabatan Fungsional

Sampai Tahun 2017
Jabatan Fungsional I
= Jumlah Z(Juml
Texkavitis umlah {orang) {Jumlah)
JoT27 L SRR = o7 i utan :
Pelaksana Lanjutan 1
Pelaksana 2 4
Pertama 3 _
4
Calon perencana 1
Surveyor Pemetaan
Pertama 1 1

Meskipun secara struktural berada langsung dibawah Direktur, dalam
pelaksanaan tugas harian para pejabat fungsional tersebut ditempatkan
dibawah Sub Direktorat dengan pembinaan oleh masing-masing Kepala
Sub Direktorat. Hal tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya tenaga
staf non struktural sehingga selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai
pejabat fungsional juga ditugaskan untuk membantu urusan teknis
maupun non teknis kegiatan Subdit-subdit terkait.



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
dan PROGNOSIS TAHUN 2017

Dalam penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Tahun 2018, capaian-capaian pada tahun tahun
sebelumnya sangat pentfing untuk diperhatikan sebagai bahan
pertimbangan yang mendukung kelancaran kegiatan serta
penentuan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

%

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2014

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN TAHUN 2016 DAN
PROGNOSIS TAHUN 2017

tahun 2014

Dalam mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan serangkaian kegiatan yang
mencakup : penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman; bimbingan
teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan; serta
bantuan keahlian apabila dipandang perlu. Salah satu kegiatan tersebut
adalah pendampingan pada KLHS untuk Masterplan Program Pengembangan
Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated
Coastal Development (NCICD]).

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Menteri LHK No. SE-04/Menlhk-11/2015
tentang Pelaksanaan KLHS yang menggarisbawahi kewajiban KLHK untuk
melakukan reviu kelayakan KLHS yang disusun sektor dan daerah, Direktorat

PDLKWS juga melakukan reviu
atas beberapa KLHS
sebagdimana tabel berikut.

Tabel 3. Status Reviu KLHS Tahun 2016

Dokumen KLHS

A. Sasaran Perfama : Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua

RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas

Pada tahun 2016, sasaran implementasi kewajiban KLHS bagi
perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada penaatan
pelaksanaannya, tetapi juga terhadap pencapaian standar kualitasnya.
Standar kualitas yang sangat divtamakan adalah disusunnya KLHS yang
menggunakan pendekatan dan indikator Daya Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan Hidup.

Salah satu milestone perwuju-
dan pencapagian Sasaran
Pertama tahun 2016 adalah
ditetapkannya Peraturan Pe-
merintah Nomor 46 Tahun
2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan KLHS.

Ditelaah pada saat asistensi
teknis ke Dit PDLKWS

Sudah realisasi evaluasi bersama
stakeholder

Secara resmi menyampdikan ke DIt
PDLEWS dan di review bersama

RPIMD Kab Hagekeo

RTRW Tapanuii Utara

RTRW Prov, Banten

RTRW Kab Belu

RPIMD Kabupaten Lima Puluh Kota

RRTR Agroindustr Gresik-Lamaongan

RRTR Segifiga Emas Lamongan-iuban-Bojonegoro
RTRW Buton Utara

RPIMD Kabupaten Kuningan

RDTR Kota Nagekeo

RPIMD Kota Tidore

RTRW Tapanuli Utara

RTRW Prov. Bariten

RRTR Agropolifan Regional Bromo-Tengger-Semeru
RTRW Kota Aceh :

RPIMD Kab. Bone Bolango




sunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah
untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD

Untuk mewujudkan Sasaran Kedua, Direktorat PDLKWS melaksanakan
serangkaian kegiatan yang saling terkait, dimana secara teknis output
kegiatan yang satu akan menjadi input bagi kegiatan yang lain.
Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :

ibubdaten/Kota

Penetapan ekoregion menghasilkan batas (boundary) sebagai satuan
unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistemn pada sistem yang
lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki
peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi,
interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya
alam antar ekosistem di wilayah ekoregion. Pada intinya, kegiatan ini
adalah  memetakan ekoregion Indonesia sesuai dengan yang
dimandatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2016, dilaksanakannya kegiatan penyempurnaan
pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000 di 2 Provinsi di Pulau
Sulawesi (Sulut, Gorontalo), serta 2 Provinsi di Pulau Jawa (Jateng, Jatim)
dengan output berupa 9 satuan peta ekoregion skala 1 : 250.000 Provinsi
Sulut dan Gorontalo.

Selain itu juga dilakukan beberapa kegiatan yang menghasilkan
beberapa output pendukung berupa Rancangan Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Peta Ekoregion skala 1 : 250.000, Draft

NSPK Penyusunan Peta Ekoregion skala 1 : 250.000 dan Laporan hasil verifikasi
di Provinsi.

Dalam kegiatan Penyusunan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup, sudah tersedia Draft Surat Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Penetapan Daya Dukung
Lingkungan Hidup Nasional Untuk Ekoregion Pulau Sumatera dan Ekoregion
Pulau Jawa.

Selain penetapan indikasi daya dukung nasional, juga dilakukan penyiapan

bahan NSPK daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana

berikut;

1. Rapermen LHK Pedoman Penyusunan Informasi Daya Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Layanan Ekosistem

2. Rapermen LHK tentang Tata Cara Penentuan dan Penetapan Daya
Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

3. Draft Surat Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Daya Dukung
Lingkungan Hidup Nasional Untuk Ekoregion Pulau Sumatera dan Ekoregion
Pulau Jawa

Selanjutnya, dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) telah dihasilkan Draft Dokumen RPPLH Nasional
yang telah dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan baik di tingkat
nasional maupun daerah. RPPLH Nasional disepakati akan berlaku selama 30
tahun dengan fokus pada isu strategis Keberlangsungan jasa pengatur air dan
penyimpan air dan Ketahanan pangan nasional.

Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun RPPLH, sebagaimana
amanat UU 32 Tahun 2009, dilakukan bimbingan teknis terhadap beberapa
pemerintah daerah prioritas berdasarkan target dalam RPJMN, yaitu 7 (tujuh)
Provinsi di Ekoregion Sumatera dan 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota di
Ekoregion Jawa. Selain hal tersebut, dilaksanakan juga penyusunan NSPK
sebagai acuan penyusunan RPPLH di daerah yang salah satu keberhasilannya
adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran MenLHK nomor 5 tahun 20014
tentang penyusunan RPPLH Daerah




C. Sasaran Ketiga : Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan ; : .
PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca Untuk penyusunan NSDA LH, dila n uj coba

SDALH Nasional dan PDB Hijau penghitungan layanan jasa ekosistem berupa jasa

) . provisioning/penyediaan komoditas padi dan kayu,
Output utama dari kegiatan ini adalah tersusunnya neraca SDA LH

Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau. Pada tahun 2016, telah dilakukan josa pengaturan  pemurnian air  bersih,  jasa
fasilitasi penyusunan PDRB Hijau Kota Bogor dan penyusunan Neraca keanekaragaman hayati Owa Jawa dan jasa

Sumber D A d ingk Hidup Provinsi t. s ;
umber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Bara pariwisata di Ocnc:@ Gede 103@53@0.
Penghitungan ini  selanjutnya akan dicoba

pengintegrasiannya dalam penyusunan Neraca
Penyusunan PDRB Hijau Kota Bogor dapat SDA LH. ©

perencanaan pembangunan berkelanjutan Kota

Selain hal tersebut, penyusunan RPP Intrumen Ekonomi Lingkungan yang

Bogor. Adanya PDRB Hijau akan menjadi satelit mengatur sefidaknya 15 (limabelas) instrument ekonomi lingkungan hidup juga

account bagi peme h Kota Bogor dalam terus Q_,Q_ncxoz..vmsna*c_dn RPP Instrumen m._AoJOE._ LH mencakup 3 (tiga)
R . N it kelompok yakni (1) Perencanaan Ekonomi Lingkungan (2) Pendanaan
a. Penyusunan PDRB Hijau Lingkungan Hidup (3) Insentif dan/ atau Disinsentif. Sedangkan jenis instrument

yang akan diatur meliputi: Neraca SDA LH, PDB/ PDRB Hijau, Kompensai/ Imbal
v _ s Jasa LH antar daerah, Internalisasi LH, Dana Jaminan Pemulihan LH, Dana
010-2014, dengan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan dan Pemulihan LH, Dana
inventarisasi terhadap data yang Amanah/ bantuan untuk konservasi, Pengadaan barang dan jasa yang ramah
- lingkungan hidup, Penerapan Pajak, retribusi dan Subsidi LH, Pengembangan
Sistem Lembaga Keuangan dan Pasar Modal yang Ramah LH,
dan kerusakan dan pencemaran ____.__@r_:_..ﬁ..,:.,..:.f__ Pengembangan Sistem Perdagangan lzin Pembuangan Limbah dan/ atau
Emisi Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup,
Pengembangan Asuransi Lingkungan Hidup, Pengembangan Slstem Label
Ramah LH, dan Sistem Penghargaan Kineria di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan LH.

perkaitan dengan deplesi sumber daya alam



P

Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan (Output Kegiatan)

Terlaksananya anal
lingkungan bagi semua RTRW

Tabel 4. Capailan Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2016

Kemponen (unit) Kegiatan

Sasaran Unit Kegiatan Indikator Unit Kegiatan

Kegiatan Rinci
{Sub Komponen/ Elemen Kegiatan)]

Penyusunan NSPK KLHS

Redlisai Tahun
2014

RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas

Dokumen Midierm Reviu RPPLH
Nasional), | Dokumen reviu 5
Tahunan)

view RPPLH Nasiond

Dokumen RPPLH Nasional Dokumen RPPLH Nasiona

Penyusunan NSPE RPPLH Nasional

Jumlah KLHS yang terfamin i : PP 46/2016
: : b Jm 8 jarmin i -
kualitasnya berbasis DD DT mmjmmq,n_m_,oa sl _QIm. ; Terjaminnya Kualitas KLHS A m_uj KL yong __m:O: n Bimbingan Teknis KLHS daerah 30 KHLS
5 berbasis DD DT sebanyak minimal y kudlitasnya berbasis Daya

sebanyak minimal 100 KLHS per : v berbasis DDODT T . .
R 100 KLHS per tahun Dukung dan Doya Tampung  Koordinasl Nasional KLHS | Kegiatan
Jumlah KLHS yang tereview : : g
xm*o<ﬂ__AD:_J<M mum03<ox minimal  Review kelayakan KLHS sebanyak Tereviewnya kelayakan Jurmlah KLHS yang fereview  Validasl kelayakan KLHS Sektor 16 KHLS

= iy ) 3 . : = 2 L
100 KLHS per tahun rminimal 100 KLHS per tahun Dokumen KLHS kelayakannya Validasi kelayakan KLHS Provinsi
Jurnlah RPPLH Nasional yang i 1 Dokumen
fersusun (1 RPPLH Nasional), RETLALIGIY AT L H e RPPLH Nasional
Jumilah Revieu RFPLH Nasional |1 Penyusunan/Penyempumaan/Re  Tersusunnya/Teriviewnya Hasil Penyempumaan 1 Draft KPP

RPPLH Masional

Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi
Teknis

Jurniah RPPLH Provinsi yang
tersusun, diterapkan dan menjadi

Tersusunnya RPPLH Nasional *
acuan pemerintah daerah

dan Daerah untuk menjadi

Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi
teknis penyusunan RPPLH Provins

RPPLH Provinsl yang tersusun
sesudl dengan pedoman,
diterapkan don menjadi
acuan Pemerintah Daerah

Terselenggaranya Fasilitasi,
Bimbingan dan Asistensi teknis
penyusunan RPPLH Provinsi

Penyusunan NSPK RPPLH Provinsi

Fasilitasi, Bimbingan dan Asistens!
Teknis RPPLH Provins

7 RPPLH Provins

acuan Rencana Pembangunan
Daerah (Tertatanya pelestarian
dan pemanfaatan SDA dan LH

Jumilah RPPLH Kab/Kata yang
tersusun, diterapkam dan menjadi
acuan pemerintal daerah

yang berkelanjutan)

Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi
teknis penyusunan RPPLH
kab/kota

Terselenggaranya Bimbingan
dan Asistensi teknis
penyusunan RFPLH
kabupaten/kota

RFPLH Kab/Kota yang terusun
sesual dengan pedoman,
diterapkan dan menjodi
acuan Pemerintah Daerah

Penyusunan NSFK RPPLH Kab/Kota

Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi
Teknis RPPLH Kab/Kota

10 RPPLH
Kab/Kota

Jumilah penetopan indikasl daya
dukung nasional dengan
pendekatan josa ekosistern pada
seliop ekoregion

Penetlapaon dan update
[pembaruan) indikasi daya
dukung dan daya fampung
lingkungan hidup

Jumlah penetapan indik csi
daya dukung nasional
dengan pendekatan jasa
ekosistern pada sefiap
ekoregion

Tersusunnya indeks daya
dukung dan daya tampung
LH Nasional

Fenetapan indikasi DDOT lingkungan
hidup nasional

Fengembangan NSPK dan metode
DDDT Lingkungan Hidup

Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi
Teknis DDDTLH daerah

1 penetapan
indikasi DD DT
Nasional

Jumiah satuan peia ekoregion
pada skala 1 : 250.000

Tersusunnya Neraca SDA LH
dan PDRB Hijau daerah

dan PDB Hijau Nasional
(Tersedia dan tertbarvkannya
data dan informasi
sumberdaya alam dan
lingkungan hidup )

Jurnlah Prov/Kab/Kof yg memiliki
neraca $SDA LH dan FDRB Hijau

Penyusunan/penyempurnacn
peta ekoregion padaskala 1 ;
250000

Penyusunan neraca SDA LH,
valuasi ekonomi SDA LH dan
PDRB Hijau

Tersedianya peta ekoregion
pada skala 1 : 250,000

Satuan peta ekoregion pada
skala 1 : 250.000

Tersusunnya Neraca S0A LH,
Valuasi Beonomi SDA LH dan
FDRB Hijau

Dokumen Neraca SDA LH dan
PDRB Hijau

Femetaan Bkoregion

Sosiolisasi dan Asistensi Penerapan

% Satuan Peta

Ekoregion Sulawesl
Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA LH 1 BokLmen
= MSDA LH Jawa
Tematik
Barat
HEl 1 Dokumen
Fasilitasi Per rian POB/FOR i
asifiesst Penywsunan POR/PORBYONE  oros b0 kot
disesuaikan
Bogor



Pembahasan Rancangan  Peraturan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Nasional mengalami
Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dalom periode pembangunan lima kemajuan yang signifikan. Beberapa perbaikan dan penyempurnaa muatan
tahunan (2015-2019), hal ini bermakna bahwa tahun 2017 merupakan Dokumen RPPLH juga terus dilakukan.

kelanjutan dalam meletakkan kondisi pengungkit akselerasi pencapaian  geiqin ty, pada tahun 2017 ini, direktorat PDLKWS mendapat penugasan untuk
Hﬁmﬁ Um_ﬂcosmfzoz dua tahun berikutnya, yaitu percepatan Um:o_:uuuﬂ mengkordinasikan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampungnya. Pada Tahun ini, (KLHS) dalam rangka penyelesgian permasalahan  pengeloaan  dan

_ma.o_uo_f U@JWBUQ_.J%: Sasaran Kegiatan <Qs_m berasal dari Prioritas o qnfaatan Pegunungan Karst Kendeng yang sempat mengemuka dan
uo_m_o_._o_ Mﬂmnm_z _AM:,._: _M._Q:‘ ,\Q:_M_ _um:_,QB_:Q:jxcn _.:.umn__A_._._mvﬂa*a Ruang laut menjadi headline sehingga menjadi permasalahan yang cukup serius untuk
asional ( ) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Puau-pulau Kecil segera dicari jalan keluarnya.

(RZWP3K).
Perkembangan pencapdian pelaksanaan

tegiatan  Direklorat  Pencegahan Dbampak —QPAIAN yang sangat penting dan menjadi faktor yang sangat
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tahun - menentukan kinerja Direktorat ke depan dan akan sangat

2017 dimonitor dan dievaluasi setiop bulan

selama fahun berjalan. Sampai dengan Bulan  DE€rperan penting dalam perkembangan perlindungan dan
November 2017, Cdpaian Indikator Kinerja 2017 - % .
cudah mencapai 50% lebih dengan memisakan  PENGElOlaan - lingkungan  hidup  selanjutnya  adalah  segera

kegiatan yang sifatnya finalisasi dokumen. ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Instrumen
Kegiatan penyusunan, pembahasan,  dan  Fkonomi Lingkungan Hidup, Permen LHK tentang KLHS, Peta

finalisasi NSPK masih merupakan kegiatan yang

terus menerus dilakukan mengingat nilai  Ekoregion Nasional, Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya
penfingnya sebagai bagian dari  prakondisi ._.QB_OCD@ ZQmmODQ_

pelaksanaan kegiatan Direktorat.
Disamping itu, kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah berjalan seperti  parkiraan Capaian WJQ:AOLOﬁ Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)

pembinaan teknis (KLHS, RPPLH, DDDTLH, dan Ekoregion) ke Provinsi dan ; ;
Kabupaten/Kota, serta kegiatan validasi KLHS tetap dilakukan dengan fahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak  Lingkungan

beberapa inovasi, seperti diadakannya Kiinik untuk pelayanan konsultasi  Kebijokan Wilayah dan Sektor tahun 2017 seperti disajikan
Pemerintah Daerah yang cukup efektif dan efisien. dalam tabel berikut.

2. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017



Tabel 5. Perkiraan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2017

Pengendalian dan

Fasilitasi dan Bimbingan

Terjaminnya kelayakan dan

Penjaminan kualitas KLHS : KLHS RTRLN yang terjamin Teknis KLHS RTRLN
Tedaksananya analisis ek KU S lata rong;iout rencana tata ruang laut Kahnssln zm_.__nn”__.,.a i kelayakan dan kudlitasnya  Validasi kelayakan KLHS 1 AR RTEN o
3 nasional dan zonasi wilayah : Ruang Laut Nasional
lingkungon bagi rencana i R e R e nasional RTRLN
fata wang laut nasional don [EAEed g Pengendalian dan e KLHS Rencana Zonasi Bimbingan Teknis KLHS
: ; kualitasnya berbasis daya e ; Terjaminnya kelayakan dan i 1 KLHS Rencana
zonasi pesisir d Penjarminan kualitas KLHS : ; Wilayah Pesisir yang RIWP 3
ukung dan daya tampung — kualitas KLHS Rencana Zonasi . - Zonasi Wilayah 200%
Rencana Zonasi Wilayah Wilavah Pesisir ferjiamin kelayakan dan  Valldasi kelayakan KLHS Pesisir
Pesisir 4 e kualifasnya RIWFP o
Jumiah KLHS yang terjamin S e S Jumlah KLHS yang terfjamin - Penyusunan NSPK KLHS 1 Permen LHK 100%
kualitasnya berbasis DD DT i : Terjaminnya Kualitas KLHS  kudlitasnya berbasis Daya  Bimbingan Teknis KLHS
. berbasis DD DT sebanyak : 3 : Minimal 10 KHLS 100%
Telaksananya anclisis sebanyak minimal 100 KLHS minimal 100 KLHS per fahun berbasis DDDT Dukung dan Daya daerah
per tahun Tampung Koordinast Masional KLHS 1 Kegiatan 100%
lingkungan bagi semua RTRW, Validasi kel an KLHS
LAV TR RS Jumlah KLHS yang fereview Review kelayakan KLHS )
kelayokannya sebanyok  sebanyakminimal 100 KLHs | Sreviewnyakelayakan L L e Minimal 15 KHLS 100%
minimal 100 KLHS per fahun e fohun Dokumen KLHS terreview kelayakannya alicosi wﬂoﬁsi an KLHS
Jumich RPPLH Nasional yang nmzémcbmm__o_,mh_x RFPLH  Dratt PP RPPLH 100%
fersusun |1 RPPLH Nasional), Penyusunan/Penyempurnaan  Tersusunnya/Terdewnya Hasll Review Dokumen - TPy T e
Tersusunnya RPPLH Masional Jumilah Revieu RFPLH /Review RPPLH Nasional Dokumen RFPLH Nasional RPPLH Nasional Midterm Review RPPLH Reviu RPPLH 100%
dan Daerah untuk menjadi Nasional (1 Dokumen Nasional Nasional
et [T R -
9 Bl : RPPLH Provinsi yang Asistensi Teknis
(Feriaicmya palestamice dan Fasilitasi, Bimbingan dan Terselenggaranya Faslitas, tersusun sesuai dengan Feryusunan NSFK RPPLH
pemanfaatan SDA dan LH Jumlah RPPLH Frovinsi yang : TG Birnbingan dan Asistensi Droft Permen 100%
Asistensi teknis penyusunan = pedoman, diterapkan dan Provinsi
yang berkelanjutan) tersusun, diterapkan dan RPPLH Brovins teknis penyusunan RPPLH o Fasiliias, Bimbi g
rmenjadi acuan pemearintah A Provinsi IMELICER SUan eI, LRGN o G
Pemerintah Daesrah Asistensi Teknis RPPLH 5 RPFLH Provinsi 100%

daerah PR
Provirsi




Tabel 5. Perkiraan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2017

Penetapan indikasi DDDT 1 penetapan
lingkungan hidup indikasi DD DT 100%
. nasional Nasional
Jumlah penetapan indikasi PENE RS A R EETE : LM__H_QW num:mnwoﬂ.w:
daya dukung nasional Eha.cEn Upe Tersusunnya indeks daya HISENERS ity sl el g Fengembangan NSPK 1 Draft Pedoman
dengan pendekatan jasa Ipsmisciticn) inclkas cloya dukung dan daya tampung nasional dengan dan metode DDDT Penyusunan 100%
Tersusunnya RPPLH Nasional ekosistemn pada sefiap dukung dan daya tampung LH Nasional pendekatan jasa Lingkungan Hidup DDDTLH
dan Daerah untuk menjadi ekaregion lingkungan hidup ekosistem pada sefiap o
acuan Rencana ekoregion Fasilitasi, Bimbingaon dan
Pembangunan Daerah Asistensi Teknis DDDTLH 2 Provinsi 100%
(Tertatanya pelestarian dan daerah
pemanfaatan $DA dan LH
yang berkelanjutan) awmﬂ?.n__: mM_D
ekoregion dan
Jumiah sotuan peta Penyusunan/penyempurnoa ; 2 Pemetaan Ekoregion mwo—mm_oz Ball 100%
ekoregion pada skala 1 : n peta ekoreglon pada Tersedianyapeta ekoregion  Satuan pefa ekoregion A :
250,000 skola 1 : 250000 pada skala 1 : 250,000 pada skala 1 : 250,000 e
Sosialisosi dan Asistensi .
Penerapan Bkoregion < Proyinst 100
Tersusunnyd Neraca SDA LH Fasilifasi Peryusunan 1 Dok Neraca SDA 100%
dan PDRB Hijau daerah Neraca SDA LH Tematik LH Kabupaten
sebagai inpul Neraca 5DA ;
pﬂ aan_._ _.W.H _._._Ea” n“u.o A Jumilah Prov/Kab/Folyg  Penyusunan neraca SDA LH,  Tersusunnya Neraca SDA LH, DekUrmen Nemisa SDA LK
{Tetsecliar dap eiboaukonivye memiliki neraca SDA LH dan  valuasi ekonormi SDA LH dan  Valuassi Ekenomi SDA LH dan clan PDRE Hijou
data dan informasi FoRS FORi S i Faslifasi Penyusunan | by popg Hijow
sumberdayd alam dan PDB/PDRB yang Kabusat 100%
lingkungan hidup ) disesuaikan PRGH
Good governance kegiatan Pencegahon Dampak Ly patianiosd ¥2Bulan Ly
Linkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Pengadaan/pemeliharaan Feralatan dan 100%

Fasilitas Perkantoran







KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUT ANAN

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

PERATURAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEEDAKAN WILAYAH
DAN SEKTOR DIREKTORAT JENDERAL PLANGLOGE KEHUTANAN DAN TATA

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN
NOMOR : P, 02/POLKWS/TU/KEL,0/12/2017

TENTANG

RENCANA KERJA

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN

KEBLIAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLDGI KEHUTAMAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2018
DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBUJAKAN WILAYAH DAN
SEKTOR,
balwa sebagai pelak Pasal 2 F Direktur Jenderal Planclogi
Kehutanan dan Tata Fgw...ﬁuz Nomor  P.7/PKTL/SETDIT/KED.0/11/2017
tentang R Kera K e Lingk Hidup dan Kehutanan
Tahun 2018, perks disusun dan k R Kera [

Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018;

_.n.s,__w eﬁﬂ_mﬂﬁﬁ. perimbangan hurf & dan b di s,...m ___E_._
P Direktur P dallan Dampak Li

Wilayah dan mn—..n: tentang Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Dampak

Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018,

Peraturan Pemerintah Momor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembar
Negara Republk Indonesia Momor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
(Lembar Megara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan
Lemi Megara Republik Ind HNomer 4452);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
P 0 Jangka Meneng | (RPIMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 3);

4, Peraturan. ..

Peraty Presiden Republik Indonesia Momor 79 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 {Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 2017 Namar 184);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomar P.42/Menhut-11/2010 tentang
Sistem Perencanaan Kehutanan {Berita Negara Republk Indonesia
Tahun 210 Namor 460);

_un__mn_a.._ Menteri Kehutanan Nomer P.49/Menhut-11/2011 tentang
Ket Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 3B1);

Peraturan Menteri Lingk Hidup dan Keh Nomar P.
1B/MENLHK-IL2015 tentang Organisasi dan  Tata Kera
Kementerian Ungkungan Hidup dan Kehutanan {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 712);

Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.39/Menlhk-Setjen,2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Besita
Megara Republik Indonesla Tahun 2015 Nomer 1195);

P Menter  Lingk: Hidup dan  Kehutanan Nomor
P.51/MENLHK/SETIEN/KUM, p___wnhsw tentang Pedoman
Keda Lingl: Hidup dan

sn:__hw.&.. {Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2017 Namar
1447);

Menteri  Lingk: Hidup dan Kehutanan Momor
v 52/MENLHK/SETIEN/KUM, 1/10/2017 tentang Rencana Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomar 1508);

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Nemer P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Planclogi Ket dan Tata Li

Tahun 2015-201%;

Peraturan Direltur  Jenderal Planologl Kehutanan dan Tata
Lingkungan Nomor  P.7/PKTL/SETDIT/KEU.U/11/2017  tentang
R Keria Direktorat Jenderal Planologi Ket dan Tata
Lingkungan Tahun 2017,

13. Peraturan...




Tabel 6. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2016

___ ®  CAPAIAN SERAPAN
ANGGARAN TAHUN 2016 DAN

%
FROGNOIL TARUN 2017 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja A te :ﬁn_n Tty
g Anggaran (Rp) anw.z_._u Self-
1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2014 hiosKg
Terlaksananya analisis nt ir 135 18] 947 99 7 59
) lingkungan bagi semua yal 15is DDDTLH = o
Pada Tahun anggaran 2016, anggaran direktorat PDLKWS ditetapkan i T e R
sebesar Rp 4,297,000,000 (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta  EGGEAEEES P ———— L 477.874.347 95.97 95.97
Rupiah) untuk membiayai 8 output dan 1 layanan Perkantoran. Dalam |
proses pelaksanaan kegiatan, DIPA tersebut setidaknya mengalami 2 (dua)
kali revisi besar, yaitu :
a. Pemotongan/Penghematan anggaran APBN-P | pada bulan Agustus RFPLH Provinsi yang s i e
| 80.897.1 98.79 99.36
2016 sebanyak Rp 744.140.000 atau sekitar 17,32 %.
b. Self-blocking Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada
bulan September atas instruksi Menteri Keuangan dalam mengantisipasi
tidak tercapainya readlisasi pendapatan negara (APBN-P ll) sebanyak
Rp 302.549.000 atau sekitar 8,52 % dari pagu APBN-P | sebesar Rp 9785 98.40

3.552.840.000.

Berdasarkan hal tersebut, secara rill, anggaran DIPA tahun 2016 yang dapat
dibelanjakan sebesar Rp 3,250,291,000 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh

Tersusunnya Neraca
: A : ’ SDA LH dan PDRB Hijau
Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Capaian serapan EESartr el e | eraca SDA 435.932

00 25.45 95.45

anggaran Tahun 2016 disajikan pada Tabel ... berikut.

Jumiah Serapan 3.170.677.113 B9.24 97.55




2. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017

DIPA Direktorat PDLKWS Tahun 2017
ditetapkan sebesar Rp 3,881,732,000
(Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan
Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh
Dua Ribu Rupiah) yang terbagi ke

dalom 9 Output Teknis, 1 Output
Layanan Perkantoran, dan 1 Output
Layanan Interal  (Belanja  Modal).

Terdapat beberapa kejadian penting
selama pelaksanaan DIPA 2017 yang
menyebabkan terjadinya pergeseran-
pergeseran belanja antar output, yaitu :

1. Perpindahan Kantor dari Kebon
Nanas ke manggala Wanabakti,
menyebabkan penambahan pada
Belanja modal secara Signifikan
untuk keperluan
perbaikan/penyiapan rugngan.

2. Fasilitasi KLHS Kendeng Tahap |,
kegiatan yang sebelumnya tidak
ada daladm Renja maupun Renstra,
yang sebagian besar anggarannya
dibebankan pada DIPA Direktorat
PDLKWS.

Berdasarkan serapan sampai dengan
November 2017 yang sudah mencapdi
84%, periraan Serapan DIPA tahun 2017
sebagaimana Tabel berikut :

Kemponen (unif) Kegiatan

Pengendadlian dan Penjaminan kualitas KLHS
rencana tata rvang laut nasional
Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS
Rencana Zonasl Wilayah Pesisit

Pengendalian kualitas KLHS betbasis DD DT
sebanyak minimal 100 KLHS per tahun

Review kelayakan KLHS sebanyak minimal 100

KLHS per tabun

Penyusunan/Penyempumaan/Review RPPLH

Fasifitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis

penyusunan RPPLH Provinsi

Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi feknis
sunan RPPLH kab/kota

Penetapan dan update (pembaruan) indikasi
daya dukung dan daya fampung lingkungan
hidup

Penyusunan/penyempumaan peta ekoregion
pada skaola | : 250000

Penyusunan nefaca SDA LH, valuasi ekonomi SDA

LH dan PDRB Hijau

Layanan Perkantoran

loyonanintemel |

Jumlah Prognosis Sefapan

Tabel 7. Perkiraan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2017

Kegiatan Rinci

Sub Kemponen/ Elemen Kegiatan Realisasi (Rp)

Fasilitasi dan Bimbingan Teknis KLHS RTRLN 8.622.000
Validasi kelayakan KLHS RTRLN 11.480.000
Bimbingan Teknis KLHS RZWP 29.790.300
Validasi kelayakan KLHS RZWP 112.569.401
Peryusurnan MSPE KLHS 96.437.500
Bimbingan Teknis KLHS daerah 222.76B.800
Koordinasi Nasional KLHS 94.390.000
Validasi kelayakan KLHS Sekfor 92.04D.165
Validasi kelayakan KLHS Provinsi 118,392,800
validasi Kelayakan KLHS Kendeng Utara 253.422.237
Penyusunan NSPK RPPLH Nasiond 88.515.500
Midierm Review RPPLH Nasional 115.177.600
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis -
Penyusunan NSPK RPPLH Provinsi 42.860.000
Fasilitasi, Birmbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Provirsi 123.727.000
Peryusunan NSPK RPPLH Kab/Kota 34.860.000
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistersi Teknis RPPLH Kab/Kota 122.973.100
Penetapan indikasi DDDT lingkungan hidup nasional 187.551.158
Pengembangan NSPK dan metode DDOT Lingkungan Hidup 64.713.302
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis DDDTLH daerah 42.020.000
Penyusunan Skoring Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 38.366.388
Pemetaan Ekoregion 168.189,180
Sosialisasi dan Asistensi Penerapan Ekoregion B83.783.460
Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA LH Termatik 121.951.104
Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB yang disesuaikan 121.951.104
Koardinasi, monitoring don evaluasi penerapan Insfrumen Ekonomi

i : 64.781.800
Lingkungan dengan Instansi Terkait
Penyusunan Pedoman Valuasi Ekonomi 99.438.989
Sosialiscsi PP tentong Instrurnen Exonomi Lingkungan 29.929.000
Penyelenagaraon Operasional dan Pemelinaraan Perkantoran Direktorat -
PDLKWS ) 552.927.489
Pemeliharaan / Perbaikan Peralatan Kantor 13.328.500
Permeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermaotor 4/2 240.521.193
Pergadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 485.866.000

7 Realisasi

99,10
72,29
98,64
79,16
96,98
99.81
98,95
99,76
99,57
99,46
99,89
99.71

98,53
99.23
99,43
99.91
99,63
99.96
100,00
100,00
99,88
99,44
97.11
97.11

96,91

96,86
99,95

99,77

99,87
99,95
99,90

3852.313.648]  99.24



| RENCANA KERJA TAHUN 2018

A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas
Nasional

Berdasarkan RKP Tahun 2018, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan ikut bertanggungjowab dalom pencapaian 2 (dua)
Prioritas Nasional, yaitu Pembangunan Pedesaan dan Reforma Agraria.
Program Prioritas Nasional tersebut menurunkan 2 (dua) Kegiatan Prioritas
yaifu Kegiatan Prioritas Pengelolaan SDA Desa dan Kawasan termasuk
Kawasan Transmigrasi dan Sumberdaya Hutan dan Kegiatan Prioritas
Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria, yang
keduanya fidak dikaitkan secara langsung dengan kegiatan Direktorat
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS)
Tahun 2018.

Selanjutnya, mengacu kepada tujuan Rencana Kerja Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan Tahun 2018 yaitu Memastikan Kawasan Hutan yang
Mantap dan Llingkungan yang berkelanjutan Sebagai Prakondisi
Pembangunan Nasional terutama untuk Memacu Investasi dan Infrastruktur
untuk Perftumbuhan dan Pemerataan, yang salah satu arah kebijakannya
adalah Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk
meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sector
pembangunan, maka Direktorat PDLKWS sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya
memilki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh
proses pembangunan, terutama yang terkait pemanfaatan Sumberdaya
Alam dan Lingkungan Hidup, tidak menimbulkan efek yang merugikan baik
bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang serta dapat
menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut, maka dukungan Direktorat
terhadap Program Planologi, KLHK, dan Prioritas Nasional

adalah  dengan

menyiapkan perangkat safeguarding

lingkungan hidup untuk membantu pemerintah dalam
merencanakan dan mengevaluasi manfaat dan dampak
pembangunan bagi warga negara. Untuk tujuan tersebut,
setidaknya ada figa hal yang dilakukan, yaitu:

l.

Memperkuat alas hukum safeguarding lingkungan melalui
percepatan penyelesaian aturan-aturan turunan dari UU
32/2009 untuk memberi kepastian dasar kerja sehingga
dapat benar-benar dilaksanakan di lapangan.

Memperkuat jejaring kerja dengan K/L, Pemda, dan
Lembaga terkait lainnya dalam mendorong
pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam
yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi ke masa

depan.
Meningkatkan kepedulian pemerintah dan masyarakat
terhadap dampak lingkungan dari kegiatan

pembangunan yang tidak didasarkan atas kapasitas
/DDDT lingkungan hidup dengan berperan aktif dalam
penyelesaian isu-isu lingkungan skala nasional yang
terjadi.



tan, Unit Kegiatan, dan Elemen Kegiatan
Tahun 2018

Pada dasarnya, kegiatan tahun 2018 harus merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijaokan Wilayah dan Sektor dengan memperhatikan capaian
kineria sampai dengan tahun 2017, keberlanjutan proses, serta kendala-
kendala yang terjadi dan/atau potensial terjadi.

Secara umum melalui Rencana Kegiatan Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor diharapkan dapat memastikan
terjiaminnya kualitas KLHS yang berbasis daya dukung dan daya tampung
serta telaksananya review kelayakan KLHS; tersusunnya RPPLH yang dapat
dipergunakan sebagdi acuan dalam pembangunan nasional maupun
daerah (provinsi/kota/kabupaten); tersusunnya Neraca SDA-LH, Valuasi
Ekonomi SDA-LH dan PDRB Hijau; Ditetapkannya indikasi daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup; Tersedianya peta ekoregion padda skala
1:250.000 serta terselenggaranya kegiatan perkantoran secara lancar
dalam 1 tahun.

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan Tahun 2018, Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor memiliki 4 (empat] Sasaran Kegiatan yang
dibagi ke dalam 9 (sembilan) target indikator/output kegiatan serta 1 (satu)
Sasaran Kegiatan pendukung, sebgaimana pada Tabel ... disamping.

Selain kegiatan di atas, dalam rangka upaya peningkatan kualitas
lingkungan hidup dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan, maka
dilakukan kegiatan-kegiatan dengan target-target/output secara strategis
mendukung (prakondisi) tercapainya output kegiatan dan dalam kategori
yang lebih luas dapat mendorong bekerjanya sistem pencegahan dampak
lingkungan secara nasional, baik di pusat maupun di daerah. Kegiatan-
kegiatan pendukung tersebut dapat dijabarkan pada Tabel ...

Tabel 8.

Sasaran Kegiatan

Terlaksananya Llingkungan
bagi rencana zona pesisir

Indikator
Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018

cdan Target Kegiotan Pencegahan dampak Lingkungan

Jumlah KLHS fata tUang loul nasional
dan zona wilayah pesisir layak dan
terjarnin kualitosnya berbasis daya

dukung dan daya fampung

5 KLHS RIWP3K

Tellaksananya analisis

10 KLHS yarg fefjamir

Jumla KLHS yang terjamin kualitasnya kualitasnya berbass Daya

lingkungan bagi semua RTRW, Um&oﬂms_urm. oF _ Dukung dan Daya Tampung
RRJP, RPJMN dan KRP Prioritas yang 15 KLHS yang tereview
kelayakannya _ kelayakannya

Tersusunnya RPPLH Nasional
dan Daerah untuk menjadi
acvan Rencana
Pembangunan Daerah
(Tertatanya pelestarian dan
pemanfaatan SDA dan LH
yang berkelanjutan)

Tersusunnya Neraca SDA-IH

dan PDRE Hijou daerah
sebagai input Neraca SDA LH
dan PDB Hijau Nasional
(Tersedia dan ferbavkannya
data dan informasi
sumberdaya alam dan
__lingkungan hidup)

| Dokumen Arghan
Implementasi RFPLH

10 RPPLH Kab/Kata di
Ekoregion Kalimantan
| Indeks Daya Dukung dan
Daya Tampung LH Nasional
[Pemutahiran data daya
dukung dan doya lampung
ST eRlane T
9 satuan Peta Ekoregion poda
Skala 1 : 250,000

Jurmnlah RPPLH Masionad yang tersusun {1
EPPLH Maslonal), Jumlah Revieu RFPLH
Masional [ 1 Dokumen Midterm Revieu

RPELH Naosloral), 1 Dokumen reviu 5
Tahunan)

Dokumen Neraca SCA LH dan PDRB

% 2 Dokumen
Hilaw

,.«.o-uo_uzaaﬁnﬁed kegiatan

pencegahan dampak
lingkungan ke bijakan wilayah
dan sekfor yang efekhf dan
efisien

Lavanan perkantoran 12 Bulan



Tabel 9. Sasaran Kegiatan

dan Inikator Pendukung Kegiatan

Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018

Sasaran Kegiatan

Terlaksananya analisis ——
lingkungan bagi semua RTIRW, —— — — i

RRJP, RPJMN dan KRP Prioritas

Tersusunnya RPPLH Nasional
dan Daerah untuk menjadi
dgcuan Rencana Pembangunan
Daerah (Tertatanya pelestarian
dan pemanfaatan SDA dan LH
yang berkelanjutan)

qnzcnc_.._.:.n Neraca SDA-IH
dan PDRE Hijau daerah sebagai .
Input Neraca SDA LH dan PDB
Hijau Nasional (Tersedia dan
terbarvkannya data dan
informasi sumberdaya alam
dan lingkungan hidup)

Pencegahan Dampak

Target Pendukung Tahun

2018

Meringkatnya kapasitas penyusunan

KLHS Rencana Zonas! Wilayah Pesisir Ui eporn
don Pulau pulau kecil dan penyusun
KLHS RPJMD dan KLHS RTRW
“Tersedianya Model KLHS Rencana Thruiy
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulou 1 KLHS
kecil
Tersedianya Sistim Informasi KLHS i Kegiatan
Diterapkannya Feraluran Pemerintah
dan Peratusan Menter tentang KLHS ! Loporan
 Terjdlinnya kefiasama dan B
kesepahoman para pihak penyusun 1 Keglatan
KLHS Pusat dan Daerah
~ Tersedianya Hasll Idenfifikasi KRP yang
berdampak pada kerusakan 1 KRP Nasional
Lingkungan semg
___Tersecianya PP RPPLH Nasional ISR A e
Tersosialisasikannya arahan RPPLH o
Nasional oleh sektor dan doerah H b
___Tersedionya Permen RPPLH Daerah 1 Permen

Dt terapkannya Konsep DDDTLH dalarn ]
k
perencanaan di dasrah 1 Laporan Binfe

Diferapkonnya kosep Ekoregion dalam

1 .
__perencanaan di daerah 1 Laporan Binfek

i.w)_:mr_uﬁqc akuras! Peta mra_:w u_o_._ HpeLra Sy Meig

qm_.mam__u_mom,xaﬁga‘c Eu 46/2017 b i

SFK/Permen Turunan PP 1 Parmen LHE

A46/2017

Terse n,__mﬂ wa N

Penerapan PP Instrumen Ekonomi LH Sirkronisosi

1 Lapotan Koordinesi dan

Berdasarkan target - target
tersebut, kemudian disusun
rencana kerja Direktorat
Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor,
mulai dari tingkat Kegiatan sampai
dengan tingkat Elemen Kegiatan,
yang menggambarkan struktur
kegiatan secara utuh yang
nantinya akan diterjiemahkan lebih
lanjut ke dalam penganggaran
melalui RKA-K/L Tahun 2018.



Kegiatan Sasaran Kegiatan

Terlaksananya c:uxczn_u: bagi
rencand zond pesisir

Tabel 10. Struktur Kegiatan Tahun 2018

Unit Kegiatan Elemen Kegialan

Pengendalian dar Fenjaranan kuolios KIS _”Qm._:nm_ dan m__.:_u_:mon ._.mw_.._a erm RZIWP3K

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

Terlaksananya andlisis lingkungan

bagi semua RTRW, RRJP, RFJMN dan

KRP Prioritas
Pencegahan
Dampak
Lingkungan
Kebijakan Wilayah Tersusunnya RPPLH Nasional dan
dan Sekfor Daerah untuk menjadi acuan

Rencana Pembangunan Daerah
(Tertatanya pelestarian dan
pemanfaatan SDA dan LH yang
berkelanjutan)

Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT Penyusunan NSPK KLHS

sebanyak minimal 100 KLHS per tahun Bimbingan Teknis KLHS daerah R RS T
B R o e LA BN i N S e L BN R Koordinasi Nasional KLHS

Review xmﬁ<nwn3 KLHS sebanyak minimal 100 KLHS ~ Validasi kelayakan KLHS Sektor

per tahun 5 o Validasi kelayakan KLHS Provinsi
Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan
Penyusunan/penyempurnaan RPPLH Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional 4

_ Fasilitasi, Bimbingan, dan Asistensi Teknis Urusan RPPLH Nasional
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan  Asistensi Teknis Penyusunan RPPLH Provinsi

RPPLH Provinsi ipalt ~ Penyusunan NSPK RPPLH Provinsi
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan  Bimbingan Teknis Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
RPPLH kab/kota ~_ Penyusunan NSPK RPPLH Kabupaten/Kota
Penetapan dan Update (pembaruan) indikasi daya dukung dan
daya fampung lingkunganhidvp

Monitoring dan Evaluasi Daya Dukung dan _un.<n. Tampung
Lingkungan Hidup e Rl e
Pengembangan Perangkat Daya UCxC:m dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup Daerah

Penerapan instrumen DDDTLH di daerah melalui Fasilitasi,
Bimbingan Teknis dan Asistensi Teknis Penyusunan DDDTLH
Daerah

Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada Pemetaan Ekoregion

skala 1:250000 Asistensi Penerapan Peta Ekoregion

Penetapan dan update [pembaruan) indikasi daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup




Tabel 10. Struktur Kegiatan Tahun 2018

Kegiatan Sasaran Kegiatan Unit Kegiatan Elemen Kegiatan

2 Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA-LH Tematik B
wMﬂﬁwnM“waaumﬁmmwwwwan mmmw Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan ST
Neraca SDA LH dan PDB Hijau Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait
Pencegahan Nesional e o Penyusunan neraca SDA LH, valuasi ekonomi SDA tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan T,
Dampak ; onal (fersedia dan . LH dan PDRB Hijau Pengembangan NSPK dan Metode Instrumen Ekonomi
Lingkungan erbarukannya data dan informasi Lingkungan Hidup
- berdaya alam dan lingkungan : =
Kebijakan Wilayah vkl Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi
dan Sektor hidup) Lingkungan A i)
Terselenggaranya kegiatan vm3<m_msmnoao= Oumﬁm_o:n__ dan 1m3m__39.nns Perkantoran

pencegahan dampak lingkungan A R S Re i e et el N e g gl e |
kebijakan wilayah dan sektor yang Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor Roda

efektif dan efisien Dua/Empat

Pada tahun 2018, target kinerja utama kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor lebih kecil dari sasaran kegiatan sebagaimana telah disusun dalam
rencana strategi tahun 2015-2019, yang disebabkan oleh alokasi anggaran tahun 2018 yang belum
sesuai dengan rencana alokasi anggaran dalam Renstra. Pagu Anggaran untuk Kegiatan
pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (400199) Tahun 2018 ditetapkan
sebesar Rp. 3.808.166.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu
Rupiah) atau berkurang sebesar Rp 735,660,000~ (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam
Puluh Ribu Rupiah) dari DIPA Tahun 2017.







PENUTUP

Rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Tahun 2018 dipergunakan sebagai acuan utama oleh seluruh
Subdirektorat (unit eselon lll) lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam
menyusun Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) Tahun 2018, dimana seluruh output kegiatan yang dituangkan dalam
dokumen RKA Tahun 2018 harus berdasarkan pada output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan
dituangkan dalam rencana kerja ini.

Harapannya adalah seluruh kegiatan yang direncanakan ketika dituangkan ke dalam DIPA Tahun 2018 akan lebih terarah
pengalokasiannya dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional,
secara spesifik dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan program planologi kehutanan dan tata lingkungan
melalui penyiapan instrumen dan regulasi guna percepatan penataan lingkungan sesuai daya dukung dan daya
tampungnya.

Implementasi dari penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
dan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA)/ DIPA Tahun 2018 selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk dokumen
Penetapan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018.
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Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2018

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Unit Kegiatan/Hemen Kegiatan/ Alokasi
il Indikator Elemen Kegiatan s Tongat Srhicen (Juta/Rupiah) Lokan

1 |Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS rencana zonasi wilayah pesisir Teraksananya Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi,
Fasilitasi dan Bimbingan Teknis KLHS RZWPSK Lingkungan bagi 5 KLHS RZWP3K 240.000.000 | Kalimantan, Jawa, Sumatera [Disesuaikan
Jumiah KLHS RZWP3K yang terjamin kualitasnya rencand zona pesisic dengan Kebutuhan

Pengendalian kudlitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung sebanyak minimal

2 oo v pet fahun = MPSPSEPARRTR g 10 [Kis 421.900.00015, 5insi /kabupate/Kota di Papua, Maluku,
Fasilitas Dan Bimbingan Teknis KLHS Sektor 5 KLHS 232.960.000|VLs@ Tenggara, Bali, Sulawesi, Kalimanian,
Jumlah KLHS Sektor yang ferjamin kualitasnya — i i Jawa, Sumatera |Disesvalkan dengan
Fasiliias Dan Bimbingan Teknis KLHS Daerah SHERSANENIS ol . Kebutuhan)

e : {lingkungan bagl semua 5 KLHS 188.940.000,

Jumlah KLHS Daerah yang terjiomin kualitasnya grung g

3 |Review kelayakan KLHS sebanyak minimal 100 KLHS pet fahun RTRW, RRJP, RPIMN dan[™7q | KIHS 337.900.000|Froving Kepulouan Riau, Nangro Aceh
Validasi Kelayakan Sekfor KRP Prioritas 5 KLHS 149 450.000|Parussalam, Kalimantan Barat, Yogyakarta,
Jumlah KLHS Sekfor yang fereview Kelayaknnya " |Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Maluku,
Validasi Kelayakan KLHS Provinst 5 KLHS 188,450,000 aWa Barat, Jawa Timur, Bangka Blitung,
Jumlah KLHS Daerah vang fereview Kelayaknnya s Bengkuly, Kalimantan Timur, Jambi

4 |Penyusunan/penyempurnaan RPPLH Nasional 1 Dokumen 200.100.000
Fenetapan Rencana Pedindungan dan Pe lalaan Lingkungon Hidup Nasional
.Ez,___o:ﬂowc_jmj RPPLH Nasional yang wmaﬂmMJ unga 1 PP/RPP 68.270.000| Jakarta
Penyusunan Arahan Implementasi RPPLH Masional
Jumlah Dokumen RPELH Zﬁu__,_wzg_ yang ftersusun Tersusurnya RPPLH 1 bl #7:160.000 sewg Borcs
Fausilitasi, Bimbingon, dan Asistensi Teknis Urusan RFPLH Nasional Nasiona dan Daerah
Jumilah Provinsi yang menerapkan RPPLH sebagai acuan RPPLH Provinsi untuk menjadi acuan _ ez —— A———

5 |Fasilitasl, Bimbingan dan Asiste nsi teknis penyusunan RPPLH Provinsi Rencana 5 Provinsi 143.000.000
Asistensi Teknis Penyusunan EPFLH Provins Pembangunan Daerah 5 Provinsi 115.632.000 ) : .
Jumlah Dokumen tertulis Hasil Fasilitasi/Bintek/Asistensi RPPLH Provinsi {Teratanya pelestarian m.oqm@.,OJ Sulawesi
Penyusunan NSPK RPPLH Provingt dan pemanfaatan SDA 27.368.000 [Sulut, Gorontale, Sulteng, sultra, sulsel )
Jumlah NSPK RPPLH Provinsi yang tersusun dan LH yang ! Pemnen/Rapemen

&  |Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kab /kota berkelanjuian) 10 Kabupaten/Kota _mn.___...o.aa_“.__mxoam_._ on Kalimantan [Pentianak, Kuburaya
Bimbingan Teknis Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota pada Ekoregion Kalimanian 10 Kabupaten/Kota 126.051.000| Ban QUOE, Banjarmasin, Tanah m_c:;.Ur_ !
Jumiah Dokumen tertulis Hasil Fasilitasi/Bintek/Asistensi RPPLH Kabupaten [Kota Palan Dx_u—m K ES_O;_.J gin Timur !
Penyusunan NSPK RPPLH Kabupaten/Kela 1 Pedarman/Draft 24049 000 Y RaiE !
Jumiah NSPK RPPLH Kabupaten/Kota yang tersusun . Balikpapan, Sarmarinda, Tarakan)




Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2018

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sekior

Unit Kegiatan/EBlemen Kegiatan/ Alokasi
No. Indikator Elemen Kegiatan Sasaron Torget Sehin (Juta/Rupiah) Lokosl
7 |Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung 1 T 495.000.000
lingkungan hidup
Penetapan dan Updale [pembaruan) indikasi daya dukung dan daya fampung
lingkungan hidup 1 Fenetapan 158.570.000| Jakarta
Jumlah Penetapan Indikasi Daya Dukung Nasional
Monitering dan Evaluasl Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Tersusunnya RPPLH ¢
Jumlah laporan Hasil Monitaring Nasiona dan Daerah Loparan 74.480.0001F PE
Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lngkungan Hidup untuk menjadi acuan lakarta dan PPE
Daerah Rencana | Dokumen 111.750.000|
Jumlah Pedoman DDDILH yang disusun Pembangunan Daerah
Penerapan insirurmen DDDTLH di doerah melalul Fasilifasi, Bimbirgan Teknis dan (Tertatanya pelestarian
Asistensi Teknis Penyusunan DDDTLH Daerah dan pemanfaatan SDA 2 Provinsi 130.200.000|Beoregion Ball dan Musra
Jumlah Provinsi yang mengocu Pedoman KLHK dalam penefapan DDDILH Doerah dan LH yang
8 sunan/pen umaan peta ekoregion pada skala 1:250000 berkelanutan) 9 Satuan Peta 495.000.000
Pemetaan Ekoregion Ekoregion Papua dan Maluku
Satuan Peta Ekoregion Skala 1 250.000 ? Satuan Peta 259.000.000 g
Asistensi Penerapan Peto Ekoregion Banten, DKl Jakaria, Jabar, Jateng, DI.
Jumiah Provinsi yang menerapkan Ekoregion 13 Provinsi 236.000.000|Yogyokarta, Jatim, Riau, Lampung, Kaltim,
Sulsel, Sulut, Bali dan NTB
# [Penyusunan neraca SDA LH, valuasi ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau Tersusunnya Neraca 2 Dokumen 495.000.000
Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA-LH Tematik SDA-LH dan PDRB Hijou
Jumlah Provinsi/Kabupaten/kata yang memiliki Neraca 50A LH daerah sebagai input _ ———— 80-450.000; abupdlen Pasaman
Fasilitast Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan Neraca SDA LH dan
Jumilah Provinsi/Kabupaten/kata yang memiliki PDRE Hijau FDR Hijau Nosional _ Sk A0 Rdypaten Posamon
Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasl dengan Instansi Terkait tentang Instrumen |Tersedia dan
Ekonomi Lingkungarn ferbarukannya data [ Loporan 118.640.000] Jakarta
_L-_c._.s__aj rmnoaz ﬂow& mwhﬂ__.._o:wwm.a _ - dan Thforrcal
engembangan NSPK Metode Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup )
Jumlah Dokumen Perangkat Ekcnomi Lingkungan yang tersedia mchcmﬂgm,a_QB o _ oAaR 116500.0001 Jekarla
Sosidlisasi Peraluran Pemeriniah lenfang Insfrumen Ekonomi Lingkungan lingkungan hidup) 1 - e
Jumlah Laporan Hasll Kegiafan Sosialisasi Laparan 20000} Ickerta
10 |Operasional dan Pemeliharaan Kantor Terselenggaranya 12 Bulan 808.164.000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran kegiatan pencegahan
Kegiatan perkantoran beralan baik dampak lingkungan - Blen 401340000} Jojeria
Pemeliharacn/Perbaikan Peralaton dan Mesin Lainnya kebijakan wilayah dan
Kegiatan perkantoran berialan baik wm_ih: yang mﬂwwﬁ dan 12 Bulan 31.826.000| Jakarta
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermaotor Roda Dua/Empat afisien N
12 Bulan 174.500.000{ Jakarta

Kegiatan perkantoran beralan baik




